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Abstract: Mass brawls are a form of violence involving a group of people engaged in physical or 
verbal conflict in public spaces or other locations. Activities related to mass brawls often involve 
groups of teenagers or young people engaged in inter-group disputes, often related to territorial, 
ethnic, religious differences, or other issues that can trigger conflict. The causes of mass brawls 
can vary, but some common factors that can trigger clashes between groups include territorial or 
regional differences, inter-ethnic or religious conflicts, disputes between different youth or 
teenage groups, or even personal conflicts that escalate into wider issues. Typically, mass brawls 
among teenagers start from very trivial matters. They can stem from a match or concert that ends 
in chaos, jostling on a bus, teasing each other, competition over a girl, or even often just staring at 
each other among students, and comments deemed playful can initiate a mass brawl, as th ey 
perceive it as a challenge. And there are many other reasons as well. In addition to  spontaneous 
reasons, there are also mass brawls among students that have become a tradition.  This study aims 
to analyze the enforcement of law concerning the act of mass brawls among adolescents within the 
jurisdiction of the North Sumatra Police Department. Utilizing the theoretical frameworks of law 
enforcement and legal reform, the research identifies various obstacles impacting the effectiveness 
of legal enforcement, including regulatory deficiencies, social dynamics, and challenges in 
implementation at the field level. Through qualitative methods involving interviews, document 
analysis, and direct observation. The findings reveal that although law enforcement agencies have 
applied fundamental principles of legal reform theory, significant challenges remain in enhancing 
community participation, institutional reforms, and social culture change. The results indicate the 
necessity for the formulation of specific, targeted regulations addressing adolescent mass brawls, 
as well as strengthening cross-sector collaboration to prevent and manage youth violence 
effectively. It is recommended that these policies receive support from legislative bodies and 
related stakeholders to ensure sustainable implementation aimed at both preventive and repressive 
measures. Ultimately, this research aspires to contribute to improving law enforcement 
effectiveness, reducing youth violence, and fostering a more humanist, just, and sustainable social 
environment in North Sumatra. 
Keywords: Mass Brawl, Teenagers, Police, North Sumatra. 
 
Abstrak: Perkelahian Massal merupakan bentuk kekerasan yang melibatkan sekelompok orang 
yang terlibat dalam konflik fisik atau verbal di ruang publik atau di tempat-tempat lain. Kegiatan 
Perkelahian Massal sering kali melibatkan kelompok remaja atau pemuda yang terlibat dalam 
pertentangan antar-kelompok, seringkali berkaitan dengan perbedaan wilayah, suku, agama, atau 
hal-hal lain yang dapat memicu konflik. Penyebab Perkelahian Massal dapat bervariasi,  namun 
beberapa faktor umum yang dapat memicu Perkelahian Massal antara kelompok adalah perbedaan 
wilayah atau kawasan, konflik antarsuku atau agama, pertentangan antara kelompok pemuda atau 
remaja yang berbeda, atau bisa juga hasil dari konflik pribadi yang membesar menjadi masalah 
yang lebih luas. Biasanya Perkelahian Massal antar remaja dimulai dari masalah yang sangat 
sepele. Bisa dari sebuah pertandingan atau nonton konser yang berakhir dengan kerusuhan, 
bersenggolan di bis, saling ejek, rebutan wanita, bahkan tidak jaran gsaling menatap antar sesama 
pelajar dan perkataan yang dianggap sebagai candaan mampu mengawali sebuah tindakan 
Perkelahian Massal, karena mereka menanggapinya sebagai sebuah tantangan. Dan masih banyak 
lagi sebab-sebab lainnya. Selain alasan-alasan yang spontan, ada juga Perkelahian Massal antar-

mailto:syarifahaini0793@student.unri.ac.id1
mailto:syaifullah.yophi@lecturer.unri.ac.id2
mailto:fbrianpw@gmail.com3
mailto:fbrianpw@gmail.com3


87 

Jurnal Dimensi Hukum 
Vol 9 No 9, September 2025 

EISSN : 28593895 

 

 

pelajar yang sudah menjadi tradisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum 
terhadap tindak pidana perkelahian massal remaja di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera 
Utara, dengan menggunakan kerangka teori penegakan hukum dan pembaharuan hukum. 
Penelitian ini mengidentifikasi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas penegakan 
hukum, meliputi faktor regulasi perundang-undangan yang belum memadai, dinamika sosial 
masyarakat yang masih konservatif, serta kendala dalam implementasi kebijakan di lapangan. 
Melalui pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, dan 
observasi langsung. Penelitian menemukan bahwa meskipun aparat penegak hukum telah 
menjalankan berbagai prinsip dasar dari teori pembaharuan hukum, terdapat tantangan signifikan 
dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta reformasi kelembagaan dan budaya sosial. Hasil  
penelitian menunjukkan perlunya penyusunan regulasi yang lebih khusus dan terarah terhadap 
perkelahian massal remaja serta penguatan kolaborasi lintas sektoral untuk mencegah dan 
menangani kasus kekerasan remaja secara efektif. Penelitian ini mengharapkan agar kebijakan 
tersebut didukung oleh legislatif dan stakeholders terkait agar implementasinya dapat 
berkelanjutan dan berorientasi pada upaya preventif sekaligus represif. Dengan demikian, 
diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, menurunkan angka kekerasan 
remaja, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sosial dan hukum yang 
manusiawi, adil, dan berkelanjutan di wilayah Sumatera Utara. 
Kata Kunci: Perkelahian Massal, Remaja, Kepolisian, Sumatera Utara.  
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PENDAHULUAN 

Kenakalan remaja kini menjadi masalah serius yang dihadapi oleh hampir semua 
negara, termasuk Indonesia. Tingkat kenakalan remaja terus meningkat setiap tahunnya, 

salah satunya karena pengaruh lingkungan pergaulan. Remaja yang salah memilih 
lingkungan atau teman akan mudah terbawa pada perilaku menyimpang, sedangkan 

mereka yang berada dalam pergaulan sehat dapat berkembang dengan baik. 
Masa remaja merupakan fase pencarian jati diri, di mana mereka ingin tampil 

berbeda untuk menarik perhatian. Dorongan untuk mencoba hal-hal baru sering dianggap 

menyenangkan, meski berisiko. Sayangnya, hal ini tidak jarang membawa remaja pada 
perilaku yang bertentangan dengan norma agama, sosial, maupun hukum. 

Perubahan yang cepat dalam aspek fisik, emosional, maupun sosial membuat masa 
remaja rentan terhadap goncangan. Ketidakstabilan emosi kerap melahirkan perilaku yang 
dinilai sebagai kenakalan, misalnya melanggar aturan dan tidak menghargai norma 

masyarakat yang seharusnya menjadi pedoman hidup. 
Secara hukum, istilah “remaja” memang tidak disebut secara resmi, namun terdapat 

pengaturan tentang “anak” dalam undang-undang. Menurut UU No. 4 Tahun 1979, anak 
adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan dalam UU 
No. 11 Tahun 2012, anak yang berhadapan dengan hukum adalah yang berusia 12–18 

tahun. WHO juga menetapkan remaja berada pada rentang usia 10–20 tahun. 
Salah satu bentuk kenakalan remaja yang menonjol adalah perkelahian massal antar 

pelajar. Fenomena ini tidak hanya mengancam keamanan individu, tetapi juga stabilitas 
masyarakat. Perkelahian massal termasuk tindak pidana yang berbahaya, berpotensi 
menimbulkan luka hingga korban jiwa, serta jelas melanggar hukum. 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk 
mendapatkan perlindungan diri, rasa aman, dan kenyamanan. Perkelahian massal jelas 

mengganggu hak asasi tersebut. Dari sisi hukum pidana, KUHP Pasal 170 dan Pasal 358 
mengatur sanksi bagi pelaku perkelahian massal, mulai dari hukuman penjara 2 tahun 
hingga 12 tahun, tergantung akibat yang ditimbulkan. 

Di Provinsi Sumatera Utara, fenomena perkelahian massal remaja sering terjadi, 
bahkan menjadi rutinitas di berbagai daerah, termasuk Kota Medan. Data BPS 

menunjukkan kasus perkelahian massal remaja terus tercatat dalam lima tahun terakhir 
dengan korban luka-luka hingga meninggal dunia. 

Dalam penanganannya, polisi berperan penting sebagai aparat penegak hukum untuk 

menjaga keamanan, melakukan penangkapan, hingga penyidikan terhadap pelaku. Namun, 
masih terdapat kendala efektivitas dalam penegakan hukum, karena perkelahian massal 

tetap sering terjadi meskipun telah ada aturan yang mengikat. Faktor multikultural di 
Sumatera Utara juga menjadi salah satu pemicu sulitnya mengendalikan fenomena ini. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada penegakan 

hukum terhadap tindak pidana perkelahian massal remaja di wilayah hukum Kepolisian 
Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini memiliki orisinalitas dibanding penelitian terdahulu 

karena secara khusus membahas peran kepolisian dalam menegakkan hukum terkait 
fenomena perkelahian massal remaja di daerah tersebut. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Fenomena perkelahian massal remaja di Sumatera Utara menjadi salah satu masalah 

sosial yang serius. Kenakalan remaja ini tidak hanya berimbas pada diri pelaku, tetapi juga 
berdampak pada masyarakat luas karena menciptakan keresahan, rasa takut, serta 
mengganggu ketertiban umum. 

Remaja yang terlibat dalam perkelahian massal umumnya dipengaruhi oleh faktor 
lingkungan, pergaulan, dan pencarian jati diri. Solidaritas kelompok serta dorongan harga 



89 

Silitonga, dkk. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Massal Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah 

Sumatera Utara. 

 

 

diri sering kali membuat mereka sulit menghindar dari konflik, meskipun awalnya tidak 
memiliki masalah pribadi. 

Secara hukum, perkelahian massal masuk kategori tindak pidana karena 
mengandung unsur kekerasan. KUHP Pasal 170 dan Pasal 358 menjadi dasar penjatuhan 
sanksi, dengan ancaman hukuman mulai dari 2 tahun penjara hingga 12 tahun, tergantung 
pada akibat perkelahian. 

Namun, penerapan hukum ini tidak selalu berjalan maksimal. Kendala regulasi 
membuat aparat sering mengalami kesulitan dalam memberikan sanksi yang tepat, 
terutama jika pelaku masih berstatus anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 
(SPPA) memberikan perlindungan yang kadang berbenturan dengan tuntutan untuk 
memberi efek jera. 

Aparat kepolisian menjadi garda terdepan dalam menangani kasus perkelahian 
massal remaja. Tugas mereka tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga menjaga 
keamanan, melakukan patroli, serta mencegah munculnya potensi konflik di masyarakat. 

Polisi juga berperan melakukan penyidikan hingga membawa kasus ke pengadilan. 
Namun, pelaksanaan penyidikan sering terkendala karena minimnya keterangan saksi, 
sulitnya mengidentifikasi pelaku, serta adanya tekanan sosial dari pihak keluarga atau 
kelompok pelajar. 

Faktor regulasi yang belum spesifik turut memperumit situasi. Tidak ada aturan 
khusus yang mengatur tentang perkelahian massal remaja, sehingga aparat hanya 
mengandalkan KUHP. Hal ini membuat sanksi yang dijatuhkan kurang memberikan efek 
jera, apalagi jika pelaku masih berusia di bawah 18 tahun. 

Selain faktor regulasi, masalah juga muncul dari aparat penegak hukum itu sendiri. 
Keterbatasan jumlah personel, sarana penyidikan, serta beban kerja yang tinggi membuat 
penanganan kasus perkelahian massal tidak selalu optimal. 

Di sisi lain, faktor masyarakat sangat berpengaruh. Kontrol sosial yang lemah, 
rendahnya keterlibatan orang tua, dan budaya permisif membuat remaja semakin mudah 
terjerumus ke dalam perkelahian. Dalam beberapa kasus, masyarakat justru menormalisasi 
tawuran seolah menjadi bagian dari tradisi. 

Budaya lokal di Sumatera Utara, terutama solidaritas kelompok berdasarkan etnis 
atau asal sekolah, juga memperkuat fenomena perkelahian massal. Rasa gengsi dan harga 
diri kelompok menjadi pemicu yang sulit dihindari, bahkan mendorong remaja yang tidak 
terlibat langsung untuk ikut serta. 

Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana positif bagi remaja menjadi faktor 
pemicu. Minimnya fasilitas rekreasi, olahraga, atau wadah kreativitas membuat remaja 
mencari pelampiasan dalam bentuk aktivitas negatif. Hal ini diperparah dengan lemahnya 
pembinaan karakter di sekolah. 

Data dari BPS menunjukkan tingginya angka perkelahian massal di Sumatera Utara 
dalam lima tahun terakhir. Jumlah kasus mencapai ratusan setiap tahun dengan korban 
luka-luka maupun meninggal. Angka ini menegaskan bahwa fenomena tersebut sudah 
menjadi masalah sosial yang berulang. 

Untuk mengatasi persoalan ini, kepolisian melakukan berbagai upaya. Patroli rutin di 
titik rawan tawuran, penyuluhan ke sekolah, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat 
dilakukan guna menekan angka perkelahian. 

Polisi juga menindak tegas pelaku dengan menangkap provokator sebagai langkah 
memutus mata rantai konflik. Namun, pendekatan represif saja terbukti tidak cukup tanpa 
adanya strategi preventif yang melibatkan keluarga dan lembaga pendidikan. 

Kolaborasi lintas sektor dianggap sebagai solusi penting. Kepolisian bekerja sama 
dengan sekolah, pemerintah daerah, serta tokoh agama dan adat dalam membentuk 
lingkungan sosial yang lebih kondusif bagi remaja. 

Partisipasi masyarakat menjadi kunci penting. Orang tua, guru, dan tokoh adat harus 
terlibat aktif dalam mengawasi dan membimbing remaja. Tanpa dukungan sosial ini, 
aparat penegak hukum akan kesulitan menekan angka perkelahian massal. 
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Hukum acara pidana memberikan prosedur yang jelas mengenai penyelidikan dan 
penuntutan. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan wajib bekerja sesuai prosedur untuk 
menghindari diskriminasi. Namun dalam praktik, keterbatasan sarana membuat penerapan 
aturan sering kali terhambat. 

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi masalah. Polisi harus menangani 
banyak kasus secara bersamaan, sehingga fokus pada perkelahian massal remaja kadang 
tidak maksimal. Kondisi ini membuat proses penyidikan dan penuntutan sering 
membutuhkan waktu lama. 

Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung 
pada keseimbangan antara perlindungan anak dan pemberian sanksi. Polisi harus 
menindak sesuai hukum, tetapi juga memperhatikan hak-hak anak agar tidak terjadi 
pelanggaran HAM. 

Pembaharuan hukum menjadi kebutuhan mendesak. Diperlukan aturan khusus 
terkait perkelahian massal remaja yang mampu memberikan dasar hukum lebih kuat bagi 
aparat dalam menjatuhkan sanksi sekaligus melindungi anak. 

Dengan adanya aturan yang jelas, proses penyidikan dan penuntutan bisa berjalan 
lebih tegas dan konsisten. Hal ini diharapkan dapat menciptakan efek jera dan menurunkan 
angka perkelahian massal. 

Selain pembaharuan hukum, pendidikan karakter juga penting. Sekolah harus 
berperan aktif dalam menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan anti kekerasan 
kepada siswa. Dengan begitu, siswa tidak mudah terprovokasi untuk terlibat dalam 
perkelahian. 

Kegiatan ekstrakurikuler yang positif, seperti olahraga, seni, dan organisasi, dapat 
menjadi wadah bagi remaja untuk menyalurkan energi secara sehat. Hal ini dapat 
mengurangi kecenderungan mereka untuk melibatkan diri dalam tawuran. 

Polisi sendiri perlu meningkatkan kapasitas dalam menangani kasus remaja. 
Pelatihan khusus, peningkatan jumlah personel, dan penggunaan teknologi dalam 
penyelidikan bisa memperkuat peran mereka di lapangan. 

Strategi komunikasi juga penting. Polisi harus mampu menjalin hubungan baik 
dengan pelajar, sekolah, dan masyarakat agar pendekatan persuasif bisa berjalan seiring 
dengan tindakan tegas. 

Penelitian juga menunjukkan adanya keterkaitan antara kondisi sosial-ekonomi 
dengan angka perkelahian massal. Remaja dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi 
lebih rentan terlibat dalam tawuran karena kurangnya pengawasan dan perhatian. 

Untuk itu, dukungan pemerintah daerah diperlukan dalam bentuk program 
pemberdayaan remaja, penyediaan lapangan kerja, dan fasilitas pembinaan. Hal ini bisa 
mengurangi tekanan sosial yang mendorong remaja ke perilaku negatif. 

Aspek multikultural di Sumatera Utara juga harus dipertimbangkan. Pendekatan 
hukum harus disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya masyarakat agar solusi yang 
diambil lebih efektif dan dapat diterima semua pihak. 

Peran media massa tidak kalah penting. Pemberitaan yang konstruktif dapat 
mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif perkelahian massal, sekaligus 
memberikan dorongan untuk mencari solusi bersama. 

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap perkelahian massal remaja 
membutuhkan pendekatan menyeluruh. Tidak hanya mengandalkan kepolisian, tetapi juga 
melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah. 

Penelitian ini menegaskan bahwa masalah perkelahian massal remaja tidak bisa 
diselesaikan hanya dengan tindakan represif. Diperlukan pembinaan, pencegahan, dan 
regulasi yang jelas agar angka kasus dapat ditekan secara berkelanjutan. 

Dengan sinergi antar pihak, diharapkan tercipta lingkungan sosial yang aman dan 
kondusif. Remaja dapat diarahkan ke aktivitas yang positif, sehingga potensi mereka 
berkembang tanpa harus terseret dalam perilaku menyimpang. 

Kesimpulannya, meskipun penegakan hukum di Sumatera Utara masih menghadapi 

banyak kendala, peluang perbaikan tetap ada. Melalui kolaborasi, pembaharuan hukum, 
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serta penguatan pendidikan karakter, perkelahian massal remaja dapat ditekan demi 
terciptanya masyarakat yang lebih aman. 

 

KESIMPULAN 
1. Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah melaksanakan Penegakan Hukum dalam hal 

Perkelahian Massal Remaja ini, baik secara Pre-emtif, Preventif serta Represif. 
Kepolisian juga aktif dalam berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak 
pidana Perkelahian Massal Remaja ini, meskipun dihadapkan dengan Faktor-Faktor 
yang dapat mempengaruhi efektivitas Penegakan Hukum seperti yang telah 
disampaikan sebelumnya. 

2. Dalam Praktik Penegakan Hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Utara efektivitas 
Penegakan Hukum tentunya ditentukan oleh beberapa faktor yang menjadi kendala 
dalam Penegakan Hukum terhadap Perkelahian Massal Remaja, antara lain kendala 
dalam Peraturan Perundang-undangan, kendala komunikasi dengan masyarakat, budaya 
yang keras, serta sarana dan prasarana yang belum mempuni. 

3. Didalam Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana Perkelahian Massal 
Remaja, tentunya Kepolisian telah melaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi 
kendala didalam permasalahan ini. Berdasarkan Analisis dengan Teori Penegakan 

Hukum serta Teori Pembaharuan Hukum, upaya Penegakan Hukum terhadap tindak 
pidana perkelahian remaja ini menunjukan sisi lemahnya implementasi dari suatu 

Regulasi yang telah mengatur terkait Permasalahan ini. Penegakan Hukum yang 
dilaksanakan tidaklah bisa dilaksanakan dengan monoton, tetapi haruslah adaptif 
dengan substansi yang telah diatur, oleh sebab itu haruslah terlaksana gagasan-gagasan 

baru sebagai buah implementasi dari regulasi tersebut. 
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